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Judul : Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan
Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi
Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pajak daerah
dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui
perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan pengelolaan pajak dalam
penyelenggaran keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara di instansi  pemerintah daerah
Kabupaten Bone. Informan dipilih dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam
proses pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah
daerah Di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,
yaitu dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pajak daerah
Di Kabupaten Bone masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya
kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pajak serta kurang sanksi yang tegas
yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat serta komitmen organisasi yang
masih kurang dan masih lebih mementingkan pribadi masing-masing dibandingkan
kepentingan kelompok sehingga hal ini memberikan dampak yang kurang baik
dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang kurang maksimal baik di
bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan yang tidak merata.




A. Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah Indonesia
disamping sektor migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak
dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk
meningkatkan kegiatan masyarakat. Brenann (1980) menyatakan bahwa hal tersebut
tergantung pada respon wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang
dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan
perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan
masyarakat (Meutia, 2007). Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakikatnya
adalah perubahan yang berlangsung secara terus menerus yang merupakan kemajuan
dan perbaikan menuju arah yang ingin dicapai.
Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat
memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah
tangganya sendiri termasuk dalam hal penyelenggaraan keuangan untuk membiayai
keperluan daerah (Pamuji, 2014). Dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah di
Kabupaten Bone menjadi suatu perhatian khusus, dimana wajib pajak derah seakan
tidak mau membayar pajak dikarenakan adanya pembayaran berganda yaitu sebagai
seorang muslim membayar pajak dan juga zakat sehingga hal ini menjadi suatu
permasalahan di Kabupaten Bone. Minat masyarakat untuk membayar pajak
2menurun dikarenakan mereka lebih takut kepada Allah SWT dibandingkan sesama
manusia (Suprayitno, 2015). Sehingga paham ini juga perlu penjelasan yang sangat
detail dikalangan masyarakat untuk mendapatkan atau meningkatkan kembali minat
mereka untuk membayar pajak. Pelaksanaan pajak daerah seharusnya berjalan sesuai
dengan kebijakan yang ada di PEMDA yaitu mampu meningkatkan pendapatan asli
daerah akan tetapi sampai saat ini pelaksanaan pajak masih bertentangan dengan
prinsip efisiensi.
Salah satu alasan penyelenggaraan keuangan daerah adalah agar pembangunan
di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Ini merupakan bentuk
koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitikberatkan di
pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Menurut
Suparmako (2002: 55) pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang
terbesar yang kemudian diikuti dengan pendapatan yang lain. Sebagaimana yang
tertera dalam UU No. 32 Tahun 2004 Juncto tentang penyelenggaraan pemerintahan
daerah, UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta Peraturan
Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah,
pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan
peraturan tersebut, Kabupaten Bone melaksanakan otonomi daerah yang terlepas dari
kemampuan daerah dalam menyelenggarakan beberapa urusan, baik dari sumber
daya aparatur, kemampuan pendanaan, kelembagaan dan organisasi serta dukungan
kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Selain itu, secara nasional maka
3pemerintah daerah melaksanakan pula urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparatis dan
ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya
hampir seluruh potensi ekonomi yang ada di daerah tersedot ke pusat sehingga
daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan adanya
penyelenggaraan keuangan yang memadai di daerah tersebut akan memperbaiki
kekeliruan selama ini sehingga di daerah terdapat peluang untuk mendapatkan dana
yang lebih besar serta kebebasan dalam mengelola daerahnya sendiri (Pamuji, 2014).
Brueckener and kim’s (2003) menyatakan bahwa daerah memiliki kebebasan dalam
mengatur segala peralatan atau property yang ada dalam daerah tersebut.
Huizinga and Nielsen (2000) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus
menunjukkan segala potensi yang ada dalam daerah serta pemerintah daerah menjadi
figur dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Secara teoretis, pemerintah
daerah merupakan unsur pemerintah terdesentralisasi atau serentetan barang publik
yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan
berbagai kebijakan pembangunan pada level subnasional. Pada tataran praktis era
desentralisasi, tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pelayanan publik dan kebijakan pembangunan daerah semakin
dinamis meskipun problema kapasitas kemampuan manajerial pemerintah daerah
selalu membayang-bayangi. Ketika kurang optimalnya kapasitas pengelolaan
keuangan daerah terjadi di era desentralisasi, maka dapat diperkirakan bahwa ada
4problema serius dalam kinerja manajerial keuangan daerah yang diselenggarakan.
Peranan strategis barang publik membuat adanya kemungkinan terbentuknya
hambatan alokasi barang publik maupun penyediaan pelayanan publik di daerah.
Masalah pajak masih terus terjadi hingga saat ini dikarenakan rendahnya
kemauan masyarakat wajib pajak dan badan wajib pajak untuk melaporkan
penghasilan, karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak.
Permasalahan lain pun timbul, tatkala seorang wajib pajak juga terikat dengan
kewajiban zakat. Tak jarang hal ini menimbulkan perdebatan panjang yang berujung
kelesuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban terhadap Negara. Pajak dan
zakat pun terus diperbandingkan dan dikaji banyak pihak, sebagian menyatakan
pajak dan zakat harus dilaksanakan karena menyangkut kewajiban terhadap negara
dan agama.
Pihak lain menyatakan pajak saja sudah cukup, kesadaran masyarakat yang
rendah untuk membayar pajak memang tak lantas bisa diubah dengan aturan-aturan
yang ditetapkan direktorat jendral pajak. Perlu pemahaman dan tindakan solutif yang
tidak memberatkan wajib pajak maupun pemerintah sebagai pihak yang hidup
dengan pajak yang dibayarkan masyarakat. Menarik ketika kita memasukkan unsur
zakat sebagai umpan penyemangat wajib pajak karena umumnya masyarakat lebih
nyaman menjalankan kewajiban agama dibandingkan aturan negara. Menilik
presentasi kaum muslimin di Indonesia yang sangat besar, meroposisi kesadaran
wajib pajak lewat wajib zakat sangat memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi
banyak masyarakat awam yang sering salah paham dan merasa dirugikan akibat
5kewajiban ganda membayar pajak dan zakat (Kompas, 11 September 2017).
Sehingga dalam hal ini ayat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu QS. At-
Taubah/9: 29 sebagai berikut:
                    
         
  
Terjemahan:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan
oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar
(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan
tunduk.(Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam
dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri
mereka).”(QS. At-Taubah/9:29) (Kementrian Agama RI, 2015)
Dari ayat tersebut ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat,
bahwa jizyah itu dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab dan semisalnya
seperti orang-orang majusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis:
“Bahwasannya Rasulullah memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar.”
Pendapat ini dianut oleh imam asy-syafi’I dan imam Ahmad dalam riwayatnya yang
masyhur. Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran Negara Islam.
Sesuai dengan ketentuan umum pada UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diubah
menjadi No. 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah
merupakan wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan
6mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Otonomi Daerah
memberikan kebebasan pemerintah daerah unuk berinisiatif mengatur dan
memaksimalkan sumber daya daerah, hal itu menjadi dasar daerah untuk bisa
bergerak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Otonomi daerah dapat
memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi rakyat hal ini
diakibatkan karena adanya harapan baru untuk memperoleh kebijakan daerah demi
memperjuangkan nasib rakyat. Sehingga penyelenggaran keuangan yang menyeluruh
sangat diperlukan sebab akan lebih mudah mengatur urusan pemerintahannya sendiri
yang telah diatur Undang-undang. Keuntungan dapat lebih giat lagi untuk melakukan
pembenahan dan pembangunan fasilitas umum dari hasil pemungutan pajak
daerahnya. Namun pelaksanaan pembangunan daerah sering terkendala keterbatasan
dana akibat pemberlakuan UU Otonomi Daerah untuk aktif menggali sumber-sumber
pendapatan daerah yang potensial dan meminimalkan ketergantungan batuan pusat
(Hoque, 2008).
Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan
keuangan adalah tingkat kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap daerah.
Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah
yang mempunyai sumber daya potensial namun bagi daerah yang kurang memiliki
sumber daya potensial menganggap kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan
yang tidak menguntungkan (Norregaard, 2013). Penelitian Pepinsky (2008) dan
Aragon (2009) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memperoleh dana paling besar
dari pajak daerah dan pemerintah pusat.
7Setiap daerah memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang
bervariasi. Sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan mampu
berkontribusi lebih signifikan. Dalam penerimaan pendapatan asli daerah dengan
tujuan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli
daerah yang pada tujuanya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah
(Paulson, 2008). Sehingga daerah menjadi lebih leluasa melakukan pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat disamping itu juga menambah pundi-pundi
pendapatan daerah tersebut.
Kabupaten Bone merupakan suatu daerah yang menyelenggarakan dan
melakukan pembangunan yang membutuhkan dana yang besar, maka dari itu
pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu memaksimalkan sumber-sumber
penerimaan daerah. Pendapatan daerah yang kebanyakan dari pajak daerah itu sendiri
yang mana pajak daerah tersebut berfungsi untuk lebih meningkatkan sistem dan
mekanisme pembangunan daerah. Dan apabila adanya pembangunan daerah atau
pembaharuan fasilitas-fasilitas umum tiap daerah dapat menggunakan dana yang
berasal dari pungutan pajak daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan pendapatan yang didapat daerah yang berasal dari pajak daerah
dan pemungutannya sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Dana dari pajak
daerah selalu diawasi agar dapat terealisasi tepat pada sasaran karena pendapatan dari
pajak daerah merupakan pendapatan yang terbesar daerah. Sebagaimana yang
dikatakan Murphy (2002) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembangunan
8perlu melakukan suatu perencanaan keuangan dalam mewujudkan pembangunan dan
hal tersebut bisa tercapai ketika penerimaan pajak yang memadai.
Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah
masalah pengelolaan keuangan (Bardhan, 2002). Otonomi daerah adalah suatu
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah atas hak, wewenang, serta kewajiban
daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya sesuai dengan
ketentuan umum di UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Daerah
Otonomi merupakan kesatuan hukum yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai gagasan
berdasarkan dukungan masyarakat. Penerapan otonomi daerah bertujuan
mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerah untuk memicu potensi
daerah demi peningkatan perekonomian daerah. Black and Hoyt (1989) menyatakan
pula bahwa suatu daerah akan menunjukkan kualitas dari suatu daerah dengan
menunjukkan penerimaan pajak serta pemerintah yang mampu mengatur daerah itu
sendiri dengan baik.
Eksistensi suatu daerah mampu dilihat dari seberapa baik pembangunan dalam
daerah tersebut dan hal ini akan tercapai jika komitmen dalam organisasi mampu
diterapkan dalam daerah tersebut. Adanya komitmen organisasi yang tinggi maka hal
ini mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai
tujuan yang ditentukan. Selain mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk
bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Komitmen yang tinggi dapat
menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan
9pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai dengan yang
diharapkan (Haaparanta, 1996). Pelasanaan komitmen organisasi dalam hal
pelaksanaan pengelolaan pajak daerah merupakan hal yang sangan penting.
Sebagaiman dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
pemerintah Indonesia disamping sektor migas. Menjadi salah satu sumber
penerimaan pemerintah, pajak dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah
maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Brenann (1980) menyatakan
bahwa hal tersebut tergantung pada respon wajib pajak, permintaan dan penawaran
barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini apabila
komitmen organisasi itu rendah maka akan membuat individu berbuat untuk
kepentingan pribadinya dalam mengelola pajak daerah. Sehingga dengan adanya
komitmen organisasi yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja aparatur (Sari,
dkk (2014:3)).
Dengan demikian komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja
pengelolaan pajak daerah dapat diciptakan melalui kesamaan visi dan misi antar
individu dalam suatu organisasi yang ditentukan oleh perilaku individu. Berdasarkan
uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Kebijakan
Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah:
Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Bone)”.
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B. Fokus penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan pajak daerah dan
penyelenggaraan keuangan pemerintah dengan menggunakan perspektif komitmen
organisasi. Pengelolaan pajak yang sering menjadi perhatian publik dan menjadi
bahan acuan untuk kemajuan suatu daerah. Pengelolaan pajak yang seharusnya
disesuaikan dengan aturan yang ada dalam daerah masing-masing akan tetapi sampai
sejauh ini pengelolaan pajak yang ada di Kabupaten Bone belum sepenuhnya
mematuhi aturan tersebut dikarenakan adanya pembayaran berganda bagi umat
Islam. Komitmen menjadi suatu pedoman penting dimana setiap keputusan
organisasi harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan keputusan yang
diberlakukan.komitmen adalah lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan
individu sehingga pemerintah dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada
komitmen organisasi sehingga dalam masyarakat dapat tercapai dan kinerja dari
pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa pajak daerah dalam perspektif
komitmen organisasi menjadi penentu keberlangsungan pembangunan daerah dimana
hal tersebut oleh peran dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan
penerimaaan pajak daerah sehingga pembangunan daerah bisa terlaksana serta
pelayanan yang baik bagi masyarakat. Maka dari itu dapat ditarik sebuah rumusan
masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan
keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan pengelolaan





















Kebijakan pengelolaan pajak daerah yang
diterapkan oleh pemerintah pusat
diimplementasikan dalam bentuk kebijakan
pengawasan preventif dan represif dan
adanya keharusan bagi daerah untuk
mengimplementasikan wewenang
pengelolaan pajak daerah sesuai dengan
arahan dari pemerintah pusat
mengindikasikan pengelolaan pajak daerah
belum menujukkan arah kepada pelaksanaan
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Komitmen organisasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja manajerial dan peran











Pelaksanaan kebijakan daerah terhadap
efektivitas pengelolaan PAD berpengaruh
positif terhadap penyelenggaraan otonomi
daerah.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan
keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone.
b. Untuk mengetahui perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan
pengelolaan pajak dalam penyelenggaran keuangan pemerintah daerah Di
Kabupaten Bone.
2. Kegunaan Peneliian
Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
a. Teoretis
Penelitian ini menjelaskan stewardship theory yang dikemukakan oleh Raharjo
(2012) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara  kepuasan dan
kesesuaian organisasi. Teori stewardship dapat diterapkan organisasi publik yang
sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk
memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dengan principals.
b. Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah dalam
berkinerja. Disamping itu, penelitian ini memberikan gambaran tentang berbagai
kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan
pajak untuk keberlangsungan aktivitas suatu daerah. Penelitian ini juga diharapkan
pula agar pemerintah dalam melaksanakan kinerja memiliki komitmen yang tinggi
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dalam mewujudkan tujuan yang sebenarnya dari kebijakan yang dibuatnya serta





Grand theory yang mendasari tulisan ini adalah bagian dari Agency Theory
yaiu stewardship Theory (Donaldson et all, 1991) dengan judul “Toward
Astewardship Theory Of Management”. Stewardship theory menggambarkan situasi
dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih
dirujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo,
2012). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan
dan kesesuaian organisasi. Stewardship theory dapat diterapkan organisasi publik
yang sejak awal perkembangannya. Stewerdship mengacu pada pengelolaan suatu
aktivitas secara ekonomis dan efesien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan.
Stewardship theory sering disebut sebagai pengelolaan (penata layanan) dengan
beberapa asumsi-asumsi dasar (fundamental of stewardship theory) ditujukan dalam
tabel berikut:
Asumsi Dasar Teori Stewardship
Manager as Stewardship
Approach To Governance Sociological and Physicological
Model Of Human Behavior Collectivistic, Pro-Organizational
trustworthy
Manager Motivied by Principals objectivies
Manager-Principal Interest Covergence
Structures That Facilitate and Empower
Owners Attitude Risk-Propensity
Sumber: (Podrug N, 2011:406)
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Menurut Podrug (2011) beberapa pertimbangan penggunaan stewardship
theory adalah:
1. Manajemen sebagai steward (Pelayanan /penerimaan amanah/pengelola)
Stewardship theory memandang bahwa pemerintahan sebagai penata layanan
akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan
masyarakat. Pemerintah yang bertindak sebagai steward, penerima amanah
menyajikan informasi keuangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui wakil-wakilnya.
2. Pendekatan governance menggunakan sosiologi dan psikologi
Stewardship theory menggunakan pendekatan governance atas dasar psikologi
dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen
sebagai stewards untuk dapat bertindak sesuai dengan keinginan principal dan
organisasi.
3. Model manusia, berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi
Model of human pada stewardship theory didasarkan pada steward (pelayan)
yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok bekerjasama dengan utilitas tinggi
dan selalu bersedia untuk melayani.
4. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan principal
Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi para pemimpin
tidak termotivsi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran
utama untuk kepentingan organisasi sehingga steward sesuai dengan keinginan
principal.
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5. Kepentingan manajer-principal adalah konvergensi
Stewardship theory mengasumsikan bahwa kepentingannya legislatif dan
principal adalah konvergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju
satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi.
6. Struktur berupa fasilitas dan pemberdayaan.
Stewardship theory menggunakan struktur yang memfasilitasi dan
memberdayakan.
7. Sikap pemilik mempertimbangkan resiko
Stewardship theory cenderung mempertimbangkan resiko. Tulisan ini
memaparkan nilai kebudayaan yang harus dipegang teguh oleh steward dengan
mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi untuk dapat
menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.
8. Hubungan principal-manajemen saling percaya
Stewardship theory dibangun atas filosofis mengenai sifat manusia yakni
manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh
tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.
Implikasi stewarship theory terhadap tulisan ini, dapat dijelaskan eksistensi
pemerintah daerah sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk bertindak
sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah diamanahkan sehingga




Teori motivasi yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap falsafah
manajemen kinerja adalah yang berkenaan dengan tujuan (Goal), dorongan
(Reinforcement) dan harapan (Expectancy) (Dharma, (2005:245). Harapan yang
dimaksudkan pemerintah daerah juga memberikan yang terbaik terhadap kebijakan
tersebut demi meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong peningkatan
pendapatan asli daerah. Teori harapan memiliki dua aspek baik untuk pemerintah
maupun masyarakat. Aspek untuk pemerintah dimana dalam menetapkan dan
menjalankan suatu kebijakan diharapkan perlunya adanya komitmen dalam diri
pemerintah serta tetap dalam rencana yang telah disepakati yaitu kesejahteraan
masyarakat. Aspek untuk masyarakat diharapkan masyarakat dengan adanya
kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selaku masyarakat yang sadar akan
pentingnya suatu kemajuan untuk daerah itu sendiri sehingga ada dorongan untuk
membayar pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.
Masyarakat juga disini dihimbau untuk sesadar mungkin pentingnya suatu
pembangunan dan keberlanjutan segala aktvitas dalam daerah itu sendiri.
Kesejahteraan masyarakat akan banyak bergantung pada pemerintah daerah
sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali
semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah, dikarenakan
pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu indikator dalam pengukuran
keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka tinggi
pula kemampuan pemerinah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini
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berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan
otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah
semakin sedikit atau mengalami penurunan maka penyelenggaraan otonomi daerah
belum maksimal.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang
penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah sesuai
dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah yang menyebutkan:
“Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna
membiayai penyelenggaraan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang
luas, nyata dan bertanggungjawab”.
Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektifitas dan
efesiensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek
pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas penghasilan asli
daerah (PAD).
Efektifitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai
tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah
penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Maka efektifitas yang dimaksud adalah
seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang
seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu sedangkan efesiensi menurut Halim
(2004) merupakan pengukur besar biaya pemungutan yang digunakan terhadap
realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri. Pengukuran efektifitas dan efesiensi
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pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan
pengelolaan pajak daerah.
C. Teori Bakti
Teori ini dikemukakan oleh Resmi (2009:6) teori ini mengutamakan
kepentingan suatu daerah yang merupakan suatu kesatuan dan individu-individu
dimana setiap masyarakat terikat oleh pemerintahnya. Sehingga daerah memiliki hak
atas masyarakat secara mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat sebaliknya
masyarakat harus sadar membayar pajak sebagai kewajiban aslinya dan sebagai
tanda baktinya kepada daerah dan negara.
Masyarakat yang selaku wajib pajak yang sudah semestinya untuk
memperhatikan hal tersebut dimana untuk memberikan perbaikan terhadap
keberlangsungan daerah. Pemerintah yang menjadi fitur dalam masyarakat yang
seharusnya mampu memberikan hukuman bagi para wajib pajak yang telah
melanggar suatu kebijakan dalam perpajakan sehingga pembangunan suatu daerah
dapat tercapai serta kesejahteraan masyarakat mampu ditingkatkan. Masyarakat dan
pemerintah merupakan suatu kesatuan dalam mewujudkan pembangunan daerah
yang baik berkelanjutan sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu
menjadi partner yang baik untuk mewujudkan hal tersebut.
Organisasi pelaksana pajak dalam hal ini pemerintah daerah yang seharusnya
mampu memberikan contoh bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penunggakan
dalam pembayaran pajak daerahnya. Pemerintah masyarakat tidak bisa terlepas salah
satunya dalam tatanan pemerintah dan oleh sebab itu sepatutnya pemerintah dan
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masyarakat menjalin kerjasama yang baik untuk mewujudkannya. Sehingga
pembangunan dan masyarakat menjalin kerjasama yang baik untuk mewujudkannya.
Sehingga pembangunan dalam suatu daerah mampu tercapai serta kesejahteraan
dapat dirasakan oleh masyarakat dan kemakmuran yang secara berkelanjutan.
D. Kebijakan Pengelolaan Pajak
Didalam kebijakan dan praktik perpajakan tidaklah lepas dari permasalahan.
Permasalahan perpajakan diberbagai negara memperhatikan bahwa pajak justru
menjadi salah satu sumber penyebab dari ketimpangan. Kelompok superkaya justru
membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kaya atau menengah
dikarenakan pengenaan tarif yang rendah. Bahagijo (2014) dalam pajak kepada
superkaya perancis dan pemilu Indonesia 2014 (Analisis INFID No 1) memberikan
pemaparan bagaimana orang-orang superkaya masih sangat kecil konstribusinya
dalam membayar pajak. Musgrave (1984) memberikan bahwa secara teoretis
masalah penting yang selalu timbul dalam implementasi sistem perpajakan adalah
keadilan dalam distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam
masyarakat.
Kabupaten/kota menjadi titik berat dalam pelaksanan otonomi daerah, hal ini
disebabkan karena daerah kabupaten/kota menjadi basis utama otonomi daerah.
Menurut Mudjarat (2004) hal ini mendasari daerah kabupaten/kota ini menjadi titik
berat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:
22
1. Dari dimensi politik, daerah kabupaten/kota kurang mempunyai fantisme
kedaerahan sehingga risiko gerakan separatism dan peluang
berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim.
2. Dari dimensi administrative, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat relatis dapat lebih efektif.
3. Daerah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan
pembangunan sehingga daerah kabupaten/kota lebih mengetahui potensi
rakyat didaerahnya.
Selain itu memberikan otonomi secara utuh kepada suatu kabupaten/kota akan
menuntut kabupaten/kota tersebut untuk dapat memenuhi unsur-unsur mutlak
sehingga baru bisa disebut daerah otonom. Menurut Kaho (1991) unsur-unsur mutlak
tersebut yaitu:
1. Mempunyai urusan rumah tangga sendiri, maksudnya urusan-urusan yang
diserahkan pemrintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diatur sendiri.
2. Urusan-urusan tersebut diatur sesuai dengan kebijaksanaannya dan diurus
sesuai dengan inisiatif atau prakarsanya sendiri.
3. Urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut diselenggarakan oleh
perangkat daerah itu sendiri.
4. Untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah
tersebut daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri.
Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan
perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo
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(2002:59) terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Dengan menggunakan Asas Desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah akan
membawa kebaikan bagi Negara Indonesia (Kaho, 1991)  yaitu:
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak, perlu membutuhkan tindakan
yang cepat, daerah tidak menunggu lagi intruksi dari pemerintah.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan
dapat segera terselesaikan.
4. Dalam sistem Desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan
bagi kepentingan tertentu.
5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan dan non keuangan
dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas,
suatu proses atau suatu organisasi (Erlina, 2008). Sedangkan kinerja keuangan
pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan
daerah yang meliputi anggaran dan realiasi PAD dengan menggunakan indikator
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keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-
undangan selama periode anggaran.
Menurut Abdul dan Muhammad (2012) yang menyatakan bahwa pemerintah
daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas kinerjanya untuk daerah tersebut.
Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan
praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-
nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka
kebijakan tersebut akan mendapatkan kendala ketika di implementasikan. Sebaiknya,
suatu kebijakan juga harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta perhatian yang lebih terhadap
kebijakan itu dikarenakan kebijakan antara private dan swasta memiliki perbedaan
yang sangat nyata (Gaffar, 1991:7).
Kebijakan pemerintah daerah sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan
maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada
pelaksana kebijakan yang melaksanakan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Wibawa (1994)
yang menyatakan bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang
berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari
pandangan ini adalah: pertama kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan
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oleh pemerintah itu sendiri dan keduanya yaitu kebijakan publik sebagai keputusan
pemerintahan yang mempunyai tujuan tertentu.
E. Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah
Keuangan daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang
berhubungan dengan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut (Bratakusumah & Solihin (2004:379)). Dengan demikian keuangan
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan
untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut
menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Di Kabupaten Bone Penyelenggaraan
keuangannya yaitu diberikan dalam bentuk pelayanan seperti pembangunan daerah,
otonomi daerah serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi tersebut belum berjalan secara maksimal
diakibatkan pendapatan pajak daerah yang kurang serta daerah masih sangat
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bergantung pada dana perimbangan dikarenakan penerimaan pajak yang kurang. Hal
itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk
mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan
subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan daerah. Untuk menjamin
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah
pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.
Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat
birokrasi pusat untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga
kemandirian daerah menjadi terhambat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral
dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan
pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi
masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme
(KKN). Penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan subsistem dari
pemerintahan negara sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan Negara
akan mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi (Ahmad, 2004).
F. Komitmen Organisasi
Komitmen dalam organisasi merupakan salah satu kunci penting yang turut
menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Aktami,
2008). Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi
Indarto dan Ayu (Mathiew & Zajac, 2011:35). Menurut Tobing (Porter et al.,
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2009:32). Mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif individu
terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu yang
dicirikan oleh tiga faktor psikologis: (1) keinginan yang kuat untuk tetap menjadi
anggota organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi
organisasi dan (3) kepercayaan yang pasti dan penerimaan terhadap nilai- nilai dan
tujuan organisasi.
Kepemimpinan sebagai suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi
aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang
untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Komitmen dari seluruh
kompenen organisasi pemerintah daerah adalah kesepakatan antara kepala satuan
kerja perangkat daerah serta seluruh kompenen organisasi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi, tujuan,
sasaran sesuai dengan Renstra SKPD. Mowday, Poster, & streers (1982)
mendefinisikan komitmen organisasi sebagai “ the relative strength of anindividua’s
identification with and involvement in rparticuler organization. Definsi ini
menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas
yang pasif, tetapi melibatkan hubungan yang aktif dan keinginan karyawan untuk
memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Adapun ayat yang berkaitan
dengan hal tersebut QS Al-Fath/48: 10:
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              
              
Terjemahan:
“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, untuk menolong
dengan segala kemampuan sebenarnya mereka berjanji kepada allah. Barang
siapa melanggar janjimu setelah dikokokannya janji itu, maka mudaratnya akan
menimpa diri mereka sendiri. Dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah
dengan menyempurnakan baiat kepadamu maka Allah akkan memberinya
pahala yang sangat besar.” (QS. Al-Fath/48: 10. Kementrian agama RI,)
Dari ayat tersebut ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap baiat yang
dilakukan para sahabat kepada Rasulullah SAW bahwa hal itu juga berarti
mengadakan baiat kepada Allah (Baiat ialah suatu janji setia atau ikrar yang
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berisi pengakuan untuk menaati
seseorang misalnya karena ia diangkat menjadi pemimpin). Dalam ayat ini,
diterangkan cara baiat yang dilakukan para sabahat kepada Rasulullah SAW yaitu
dengan meletakkan tangan Rasul diatas tangan orang-orang yang berjanji, dalam
posisi demikian, diucapkan kata baiat. Maksud kalimat “tangan Allah di atas tangan
mereka” ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah SAW sama
hukumnya dengan berjanji kepada Allah. Oleh karena itu, ada ahli tafsir yang
mengartikan tangan di sini dengan kekuasaan, kemudian diterangkan akibat yang
akan dialami orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, yaitu mereka akan
memikul dosa yang besar. Sebaliknya diterangkan pula pahala yang akan diperoleh
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orang-orang yang menepati baiatnya. Mereka akan memperoleh pahala yang berlipat
ganda di akhirat dan tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.
Adapun menurut Robbin’s and Coulter (2012) mengatakan bahwa “
Organizational Commitment is the degree to which an employee identifies with a
particular organization and its goals and wishes tomaintain member ship in
organization”. Dengan kata lain, komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana
identifikasi karyawan terhadap suatu organisasi dan tujuannya dan keinginan untuk
mempertahankan keanggotaan pada organisasi tersebut. Mowday (1982)
mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan
keterlibatannya sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dengan organisasi
kerja. Sedangkan Mitchell (1982) memandang komitmen sebagai suatu orientasi nilai
terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu sangat memikirkan pekerjaanya
dimana pekerjaan memberikan kepuasan dan pekerjaan memberikan status bagi
individu. Charles O’Reilly (1989), menyatakan bahwa komitmen organisasi secara
umum dipahami sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi termasuk
keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan percaya pada nilai-nilai organisasi.
Komitmen itu sendiri adalah kemauan yang timbul dari dalam diri kita sendiri
tanpa adanya dorongan dari pihak lain sehingga komitmen pemerintah daerah dalam
melaksanakan kinerjanya harus kuat dimana lebih  mementingkan publik daripada
kepentingan pribadi. Komitmen dalam suatu kinerja pemerintah menjadi suatu
patokan atau panduan bagi pemerintah untuk tetap pada kebijakan yang dibuatnya
sehingga kinerjanya sebagai pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat.
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Kinerja yang tidak di landasi dengan komitmen, hal ini akan menyebabkan
banyaknya tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam
kebijakan yang dibuatnya sehingga kebijakan yang ditetapkan hanyalah suatu
kebijakan hampa tanpa ada keuntungan yang didapatkan oleh daerah dari kebijakan
tersebut.
Menurut Sutrisno (2009) Kurangnya komitmen dalam diri dan organisasi akan
menimbulkan beberapa penyimpangan seperti penyimpangan yang ditandai dengan
menurunnya atau tidak disiplinnya dan semangat kerja yang disebabkan oleh
beberapa sebab diantaranya:
1. Besar kecilnya pemberian kompensasi, mempengaruhi tegaknya disiplin.
2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, karena keteladanan
kepemimpinan sangat penting dalam lingkungan perusahaan.
Disamping itu, manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks dan unik serta
diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak berdiri sendiri yaitu tubuh
(fisik/jasmani) sebagai unsur materi, dan jiwa yang bersifat non materi. Hubungan
kerja yang paling intensif dilingkungan organisasi adalah antara pemimpin dengan
para pekerja (staf) yang ada di bawahnya. Hubungan kerja semakin penting artinya
dalam usaha organisasi mewujudkan eksistensinya dilingkungan tugas yang lebih
luas dan kompetitif pada masa yang akan datang. Disumber daya manusia memiliki
keinginan harga diri, pikiran, hak asasi, ingin dihormati dan lain-lain. Oleh karena itu
sumber daya manusia harus diperlakukan sama secara hati-hati dan penuh kearifan.
Sumber daya manusia adalah ujung tombak pelayanan sangat diandalkan untuk
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memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh wajib pajak. Untuk mencapai standar
mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung pelayanan yang
memuaskan wajib pajak.
G. Rerangka Konseptual
Tujuan utama dilaksanakannya pengelolaan pajak serta penyelenggaraannya
diperlukan adanya komitmen dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan pajak
daerah pemerintah daerah perlu memberikan ketegasan dalam melaksanakan hal
tersebut sehingga kinerjanya mampu menjadi bahan pertanggungjawaban serta
mendapat perhatian dari masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah
tersebut. Hal utama dalam pengelolaan pajak daerah dan penyelenggaraannya
diperlukan adanya komitmen dalam setiap organisasi untuk dapat terselenggaranya
pembangunan daerah tersebut. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan daerah
komitmen dari organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan
demi tercapainya dan terselenggaranya pembangunan daerah. Berdasarkan uraian
yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variavel yng dapat ditarik dalam













A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar.
Dimana dalam penelitian kualitatif ditekankan pada proses dan pemaknaan atas
realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas ataupun
frekuensi. Menurut Moleong (1993) menyatakan bahwa penelitian dengan
menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk mengetahui lingkup dari subjek
penelitian sebagai sumber tempat memperoleh keterangan (fakta).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga yang terkait dengan
pengelolaan pajak daerah yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bone Di Jln R. W. Monginsidi Kabupaten Bone.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk
menggambarkan suatu keadaan instansi secara sistematik, aktual dan akurat dengan
cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak dalam organisasi dimana
fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga memberikan saran-saran
untuk masa yang akan datang.
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data:
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana
penjelasan dengan menggunakan kata-kata. Serta diperoleh melalui responden




1 Tifa Armanusa, SH Kepala Bidang Pembukuan da Pelaporan
2 Alimuddin, S. Sos Sekretaris
3 Syamsuddin Masyarakat
Sumber data:
a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui
wawancara yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.
b) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari luar data primer yang
mendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
buku-buku literature dan sumber lain yang berhubungan erat dengan masalah
penelitian. Data yang diperoleh mengenai sejarah dan struktur organisasi atau
gambaran umum instansi teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan konteks
penelitian digunakan teknik pengumpulan data melalui metode menggunakan
wawancara dimana dengan menggunakan data dan mencari dokumen-dokumen yang
terkait dengan penelitian. Selain dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan
informan untuk mendapatkan data berupa kata-kata dan gambar yang mampu
mempercepat proses penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat
mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Alat yang dapat
digunakan dalam instrument penelitian yaitu :
1. Kamera, dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengambil
gambar atau mendokumentasikan data dalam bentuk gambar untuk diolah dan
dianalisis.
2. Handphone, dalam penelitian ini digunakan sebagai perekam suara dalam
mewawancarai informan. Peneliti menggunakan alat ini ketika diberi izin dari
informan untuk merekam suaranya pada saat wawancara. Alat ini sangat
membantu peneliti karena dapat merekam informasi dan informan sehingga
peneliti tidak terlalu sulit dalam mengumpulka data. Dan peneliti juga
menggunakan handphone untuk mendownload atau browsing data yang
dibutuhkan oleh seorang peneliti.
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3. Peneliti juga menjadi instrument dalam penelitian ini dimana peneliti
berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih sumber data,
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data,
menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan dalam pelaksanaan
kinerja.
F. Metode Analisis
Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
dijelaskan dengan cara deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara menjelaskan data-data
yang ada dengan memberikan gambaran atau menjabarkan data yang terkumpul
dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada
kesimpulan secara sistematis dan diinformasikan kepada orang lain agar bisa
dipahami dengan baik.
G. Uji Keabsahan Data
Dalam melakukan penelitian ini, untuk menentukan keabsahan data yang telah
diperoleh, dianalis menggunakan metode Triangulasi guna menguji kesesuaian antara
ucapan dan tindakan informan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun empat teknik yang
digunakan menurut Patton dalam Sulistiany (2011) akan tetapi dalam penelitian ini
hanya tiga tehnik yang digunkan yaitu sebagai berikut:
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1. Triangulasi Data
Menggunakan sumber data seperti dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai
jurnal dan menganalisa data tersebut. Setelah dianalisa, peneliti mengungkap
temuan unik menantang serta memberikan pemahaman yang jelas terhadap
masalah.
2. Triangulasi Teori
Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah
dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data
tersebut.
3. Triangulasi Metode
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode
dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode dokumentasi dan
wawancara yang berkaitan dengan penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan
Bagaimana Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan
Pemerintah Di Kabupaten Bone, serta menjelaskan tata cara pemerintah daerah
dalam melaksanakan kinerja pemerintah daerah Di Kabupaten Bone.
A. Hasil Penelitian Di Kabupaten Bone
1. Sejarah Kabupaten Bone
Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten Pesisir Timur yang
terdapat Di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibu Kota Watampone. Kabupaten
Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada Di Provinsi Sulawesi Selatan
dengan memiliki luas keseluruhan  mencapai 4.559 KM2. Kabupaten Bone secara
administratif terbagi menjadi 27 Kecamatan, 329 Desa, dan 44 Kelurahan.
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 KM2
sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete
Riattang yaitu seluas 0,52 KM2.
Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat Di
Provinsi Sulawesi Selatan. Bone dahulu disebut Tanah Bone berdasarkan Lontara
bahwa nama asli Bone adalah pasir dalam bahasa bugis dinamakan Bone adalah
Kassi’ (Pasir) dari sinilah asal usul sehingga dinamakan Bone. Kabupaten Bone
adalah suatu kerajaan besar Di Sulawesi Selatan yaitu sejak adanya Manurunge Ri
Matajang pada awal abad XIV atau pada tahun 1330. Dengan datangnya To
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Manurung (Manurunge Ri Matajang) diberi gelar Mata Silompo’e. maka terjadilah
penggabungan kelompok-kelompok tersebut termasuk Cina, Barobbo, Awampone
Dan Palakka.
Pada saat pengangkatan To Manurung Mata Silompo’e menjadi Raja Bone,
terjadilah kontrak pemerintahan berupa sumpah setia antara rakyat Bone dalam hal
ini diwakili oleh penguasa Cina dengan 10 Manurung, sebagai tanda serta lambang
kesetiaan kepada rajanya yang sekaligus merupakan pencerminan corak
pemerintahan Kerajaan Bone diawal berdirinya. Disamping penyerahan diri kepada
sang raja juga terpatri pengharapan rakyat agar supaya menjadi kewajiban raja untuk
menciptakan keamanan, kemakmuran serta terjaminnya penegakan hukum dan
keadilan bagi rakyat. Adapan teks sumpah yang diucapkan oleh penguasa Cina
mewakili rakyat Bone berbunyi sebagai berikut:
Angikko kuraukkaju riyaaomi’ri riakkeng kuttappalireng elomu elorikkeng
adammukkua mattappako kilao, maliko kisawe. Millauko ki abbere, modongirikeng
temmatippang, muampirikang temmakare’, musalimurikeng temmadinging.
Artinya:
“Engkau angin dan kami daun kayu kemana berhembus kesitu kami menurut
kemauan dan kata-katamu yang jadi dan berlaku atas kami, apabila engkau
mengundang kami menyambut dan apabila engkau meminta kami memberi,
walaupun anak istri kami jika tuanku tidak senangi kamipun tidak menyenanginya,
tetapi engkau menjaga kami agar tentram, engkau berlaku adil melindungi agar
kami makmur dan sejahtera engkau selimuti kami agar tidak kedinginan.”
Budaya masyarakat Bone demekian tinggi mengenai sistem norma atau adat
berdasarkan lima unsur pokok masing-masing: Ade, Bicara, Rapang, Wari dan Sara
yang terjalin satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat
yang memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing.
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Kesemuanya itu terkandung dalam suatu konsep yang disebut “ SIRI” merupakan
integral dari kelima unsur pokok tersebut diatas yakni Pangngadereng (norma adat),
untuk mewujudkan nilai Pangadereng maka rakyat Bone memiliki sekaligus
mengamalkan semangat/budaya;
Sipakatau : Artinya saling memanusiakan, menghormati/menghargai harkat
dam martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahkluk ciptaan Allah tanpa
membeda-bedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma
adat/hukum yang berlaku.
Sipakalebbi: Artinya saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing
dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berperilaku yang baik
sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarkat.
Sipakainge: Artinya saling mengingatkan satu sama lain, menghargai
nasehat, pendapat orang lain, menerima kritikan dan saran positif dan siapapun atas
dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kehilafan.
Dengan berpegang dan berpijak pada nilai budaya tersebut diatas, maka
sistem pemerintahan Kerajaan Bone adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Hal
ini dibuktikan dimana waktu itu kedudukan ketujuh ketua kaum (Matoa Anang)
dalam satu majelis dimana Manurung-E sebagai ketuanya. Ketujuh kaum itu diikat
dalam satu ikatan persekutuan yang disebut Kawerang, artinya persekutuan Tanah
Bone. sistem Kawerang ini berlangsung sejak Manurung sebagai Raja Bone pertama
hingga Raja Bone ke IX yaitu Lapatauwe Matinroe Ri Bettung pada akhir abad ke
XVI.
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Pada tahun 1605 agama islam masuk di Kerajaan Bone dimasa pemerintahan
Raja Bone ke X Latenri Tuppu Matinroe Ri Sidenreng. Pada zaman itu pula sebutan
Matoa Pitu diubah menjadi Ade’ Pitu (Adat Tujuh), sekaligus sebutan Matoa
mengalami pula perubahan menjadi Arung misalnya Matoa Ujung disebut Arung
Ujung dan seterusnya. Demikian perjalanan panjang Kerajaan Bone maka pada bulan
mei 1950 untuk pertama kalinya selama Kerajaan Bone terbentuk dan berdiri awal
abad ke XIV atau tahun 1330 hingga memasuki masa kemerdekaan terjadi suatu
demonstrasi rakyat di kota Watampone yaitu menuntut dibubarkannya Negara
Indonesia Timur, serta dihapuskannya pemerintahan kerajaan dan menyatakan
berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia.
Beberapa hari kemudian para anggota adat tujuh mengajukan permohonan
berhenti. Disusul pula beberapa tahun kemudian terjadi perubahan nama
distrik/onder distrik menjadi kecamatan sebagaimana berlaku saat ini. Pada tanggal 6
april 1330 melalui rumusan hasil seminar yang diadakan pada tahun 1989 Di
Watampone dengan diperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bone Nomor 1
Tahun 1990 Seri c, maka ditetapkanlah tanggal 6 april 1330 sebagai hari jadi
Kabupaten Bone dan diperingati setiap tahun.
Kabupaten Bone termasuk suku terbesar ketiga di Indonesia setelah suku
Jawa dan Sunda. Berasal dari Sulawesi Selatan dan menyebar pula Di Provinsi
Sulawesi Tengara bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Menurut
sejarah, Kabupaten yang ada sekarang berawal dari masa kejayaan Kerajaan Bone
yang dulu sangat terkenal dinusantara. Bersama Kerajaan Gowa Tallo, Kerajaan
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Bone turut mewarnai sejarah panjang ada lagi kerajaan lain seperti Kerajaan
Soppeng, Wajo, dan siang yang termasuk dalam etnis bugis.
2. Letak Geografis
Secara Geografis Kabupaten Bone terletak antara 4ᴼ13’-5ᴼ6’ Lintang Selatan
dan 119ᴼ42’-120ᴼ40’ Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan
Kabupaten Soppeng disebelah Utara, Teluk Bone disebelah Timur, Kabupaten Sinjai
dan Kabupaten Gowa disebelah Selatan, dan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep,
dan Kabupaten Barru diselah Barat.
3. Batas Wilayah
a) Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
b) Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
c) Sebelah Timur : Teluk Bone
d) Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru
4. Luas wilayah
Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 KM2.
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Tabel 4.1
Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bone




















20 Tellu Siattinge 159,30
21 Amali 119,13
22 Ajangale 139,00
23 Dua Beccoe 144,90
24 Cenrana 143,60
25 Tanete Riattang Barat 53,68
26 Tanete Riattang 23,79
27 Tanete Riattang Timur 48,88
Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS, 2017)
5. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Secara administratif Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan, 328 Desa
dan 44 kelurahan.
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6. Kondisi Sosial dan Budaya
Ketenagakerjaan dan Agama
Penduduk usia Kerja  dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun
ketas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Masyarakat Kabupaten Bone pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius,
beradat dan berbudaya. Kabupaten Bone merupakan daerah yang mayoritas
penduduknya menganut agama Islam dan kebanyakan berasal dari etnis Bugis yang
masih mempertahankan Tradisi, adat, dan keakraban. Sejalan dengan hal tersebut
maka tempat peribadatan bagi penganut agama islam terlihat jauh lebih banyak dari
agama lain, sampai akhir tahun 2017 jumlah masjid sebanyak  1.455 unit, Musollah 9
unit sehingga jumlah tempat ibadah muslim sebanyak 1464 unit. Sementara tempat
ibadah kaum nasrani tercatat 8 unit gereja.
7. Sarana dan Prasarana
a. Pendidikan
Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui
pembangunan pendidikan. Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadikan pendidikan murah, bermutu
dan berdaya saing tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi
tanggungjawab pemerintah semata tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab
masyarakat pemerintah secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan
formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal.
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Pendidikan memiliki fungsi strategis dalam rangka menanamkan nilai-nilai
kebaikan serta budi pekerti luhur sejak awal. Pelayanan pendidikan di Kabupaten
Bone relatif cukup berkembang. Pendidikan di Kabupaten Bone yang cukup
berkembang membuat Kabupaten Bone lebih maju dalam dunia pendidikan serta
dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suatu pendidikan dalam kehidupan
sehari-hari baik berbangsa dan bernegara.
Kualitas pendidikan yang berkualitas menjadi harapan masyarakat selain itu
juga harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pendidikan
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui berbagai indikator seperti
angka kelulusan, rasio guru terhadap murid dan kualitas. Dalam penelitian ini
pelayanan pendidikan di Kabupaten Bone cukup berkembang dan memadai sehingga
mampu memberikan wawasan yang baru bagi penuntut ilmu dalam kehidupan
sehari-hari.
b. Kesehatan
Sumber daya kesehatan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan
pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan
baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya kesehatan yang
diperlukan dalam pembangunan kesehatan yaitu tenaga, dana, sarana dan prasarana
serta teknologi.
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone masih memerlukan beberapa tenaga
medis untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan
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yang belum memadai diharapkan pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih
memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga angka kematiannya lebih
sedikit. Pelayanan kesehatan yang baik untuk akan memberikan kesehatan yang baik
pula bagi masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat.
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone yang masih kurang memadai atau
masih membutuhkan berbagai ahli medis dalam menangani kasus yang menimpa
pasien. Hal ini menjadi suatu perhatian yang penting bagi pemerintah Kabupaten
Bone untuk lebih memperhatikan masyarakatnya dalam pelayanan kesehatan.
Masyarakat yang sehat akan memberikan sumbangsi yang baik bagi pemerintah
Kabupaten Bone maka selayaknya pula pemerintah Kabupaten Bone memperhatikan
kesehatan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan bersama antara pemerintah
dan masyarakat. Sesuai yang dikatakan Bapak Syamsuddin selaku masyarakat
mengatakan:
“Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bone masih belum memberikan
kinerja yang maksimal, baik dalam penerapan kebijakan pengelolaan pajak dan
penyelenggaraan keuangan daerah sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan
serta pembangunan masih kurang merata serta angka pengangguran masih tinggi
untuk Kabupaten Bone”. (Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2018).
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa pemerintah daerah
Kabupaten Bone masih belum memberikan kinerjanya dalam kebijakan pengelolaan
pajak dan penyelenggaraan keuangan pemerintah secara efektif sehingga
memberikan dampak kepada pendidikan, kesehatan dan pembangunan yang tidak
merata. Pemerintah daerah harus lebih memfokuskan kesejahteraan rakyat serta
ketegasan dalam menetapkan suatu kebijakan sehingga mampu memberikan yang
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terbaik bagi daerahnya sendiri. Adanya fenomena ini sehingga ini menjadi tantangan
bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
kedepannya sehingga masyarakat dan pemerintah mampu menjadi mitra yang baik
dalam mengembangkan potensi yang ada dalam daerah itu sendiri.
c. Pekerjaan Umum
Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Bone selama 5 Tahun terakhir
mengalami perkembangan yang baik. Kondisi jalan rusak berat masih tinggi, dimana
pada tahun 2013-2017 kondisi jalan rusak berat sepanjang 799,917 Km. sementara
untuk kondisi jembatan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 sepanjang 1050,2 m
dalam kondisi baik, 20,5 m dalam kondisi sedang, 108 m dalam kondisi rusak ringan
dan sepanjang 288,7 m dalam kondisi rusak berat.
Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013
masih ada sekitar 39,70 % panjang ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat
dan 20,81 % kondisi rusak ringan. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah
agar mampu menuntaskan persoalan fisik dan prasarana yang menjadi salah satu
kendala pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone. Perbaikan jalan dan jembatan
perlu diperhatikan oleh pemerintah supaya transportasi menjadi lancar dan mampu
memacu pertumbuhan daerah.
Jalan dan jembatan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat dikarenakan hal
yang pertama dirasakan masyarakat adalah jalan dan jembatan sebagai jalur
transportasi. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak akan memberikan gambaran
bagi pemerintah bahwa kepedulian pemerintah terhadap masyarakat masih kurang
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maksimal dan hal ini menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah dalam
mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak akan
memberikan pandangan yang buruk kepada pemerintah baik itu dari masyarakat
setempat maupun masyarakat yang melintasi jalan tersebut yang menyebabkan
pandangan bagi pemerintah menjadi buruk.
8. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Bone
Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada UU No. 32 Tahun
2004 juncto UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun
2004 tantang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah Pusat dan Daerah
serta Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut
Kabupaten Bone melaksanakan sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
Penyelenggaraan urusan daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan 34 urusan terebut, baik dari sumber daya aparatur, kemampuan
pendanaan, kelembagaan dan organisasi serta dukungan kalangan dunia usaha dan
swadaya masyarakat. Selain itu, secara nasional maka pemerintah daerah
melaksanakan pula urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah
pusat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Penyelenggaraan 34 urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada
pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan (LKP dan AMJ) dan informasi laporan
Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun 2007
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tentang Pedoman Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat.
Indikator yang digunakan untuk mengatur tingkat keberhasilan tata kelola
pemerintah di Kabupaten Bone sebagai berikut:
a. Efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya
Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bone terkendala pada kapasitas
SDM dan tidak adanya data potensi SDA yang bersifat kewilayahan sehingga
mengurangi nilai dan produktivitas SDA terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah.
b. Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilakukan secara berkala (tidak ada data riil)
untuk meningkatkan transparansi dan kinerja pelayanan publik. Organisasi
pemerintah Daerah Kabupaten Bone memiliki Luas Wilayah mencapai 4.559 km².
Wilayah yang demikian luas itu, secara administrative terbagi ke dalam 27
Kecamatan, 372 Desa/Kelurahan dengan dihuni oleh penduduk sebanyak 728.737
jiwa. Kondisi wilayah pemerintahan yang demikian mengindikasikan rentang
kendali pemerintahan yang panjang, sistem dan prosedur yang rumit dan berbelit,
serta masih menjauhkan masyarakat dari sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan
pembangunan, utamanya di sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan sentuhan
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pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang efektif, diperlukan sistem tata
kelola pemerintahan yang lebih efesien dan efektif.
c. Human Developmen Index (Index Pembangunan Manusia)
Tantangan Pemerintah Kabupaten Bone 5 tahun ke depan adalah mengkaselerasi
pertumbuhan pencapaian IPM agar target capainya dapat diwujudkan. Capaian
IPM dari tahun ke tahun belum menggembirakan dibandingkan dengan capaian
beberapa kabupaten tetangga, provinsi ataupun capaian nasional. Beberapa faktor
mendasar yang mempengaruhi kondisi tersebut, salah satu diantaranya adalah
rendahnya angka rata-rata lama sekolah serta tingginya angka buta aksara di
Kabupaten Bone terutama usia yang tidak produktif lagi. Lebih jelasnya capaian
IMP Bone terhadap Provinsi dan nasional. Salah satu bukti nyata capaian IPM
Bone yang berkurang memuaskan adalah IPM Kabupaten Bone Peringkat ke 17
dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
d. Partisipasi Masyarakat
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan rakyat
terhadap kinerja pemerintah yang pro poor, pro job, dan pro growth.
e. Transparansi dan Akuntabilitas
Opini BPK RI terhadap pengelolaan Keuangan daerah tahun 2017 adalah Wajar
Dengan Pengecualian (WDP).
f. Angka Kesempatan Kerja
Masalah ketenakerjaan saat ini semakin kompleks dan multidimensional dimana
pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih cukup tinggi,
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sedangkan pada sisi lain perluasan kesempatan kerja belum memadai, sehingga
mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran hal ini merupakan
penghambat program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan
jumlah angkatan kerja yang cukup besar dan lapangan kerja sangat terbatas.
Tabel 4.2
Nama-Nama Bupati Kabupaten Bone
(Sejak tahun 1951 sampai sekarang)
NO Nama Bupati Periode
1. Abdul Rachman Daeng Mangung 1951
2 Andi Pangerang Daeng Rani 1951 – 1955
3 Ma’mun Daeng mattiro 1955 – 1957
4 H. Andi Mappanyukki 1957 – 1960
5 Andi Suradi 1960 – 1966
Andi Djamuddin (Pejabat) 1966 – 1966
Andi Tjatjo (Pelaksana Tugas) 1966 – 1967
6 Andi Baso Amir 1967 – 1969
7 H. Suaib 1969 – 1976
8 H. P. B. Harahap 1976 – 1982
H. Andi Madeali (Pejabat) 1982 – 1983
9 Andi Syamsu Alam 1983 – 1988
10 Andi Syamsu Alam 1988 – 1993
11 Andi Muhammad Amir 1993 – 2003
12 H. Andi M. Idris Galigo 2003 – 2008
13 H. Andi M. Idris Galigo 2008 – 2013
14 Dr.H.Andi Fashar Mahdin Padjalangi M Si. 2013 sampai sekarang
(Sumber : Wikipedia. Org)
(a) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone
1. Visi
Visi pembangunan Kabupaten Bone RPJMD tahun 2013-2018 sebagai
gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu lima tahun
kedepan adalah Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Visi ini
memiliki makna sebagai berikut:
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a) “Sehat” mengandung makna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
b) “Cerdas” mengandung makna terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki
dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas
untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan
kearifan lokal.
c) “Sejahtera” mengandung makna masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan
hidup, berkelanjut dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup,
didukung infrasruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Misi
Misi pembangunan Kabupaten Bone RPJMD tahun 2013-2018, yaitu sebagai
berikut:
a) Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan
merata.
b) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis
nilai-nilai agama dan kearifan local untuk mewujudkan manusia sendiri.
c) Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
dan kelestarian lingkungan.
d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar
masyarakat yang berkeadilan
e) Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat
f) Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.
(b) Tujuan dan Sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap dalam perancanaan
suatu kebijakan pemerintah dalam melaksakan kegiatan pemerintahan. Hal ini
mengingat bahwa pemerintah harus menyusun visi-misi sehingga dalam
melaksanakan berbagai kebijakan dalam pemerintahan tidak mengalami kesulitan.
Adanya penetapan tujuan dan sasaran akan membuat pemerintah semakin mudah
dalam menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan
keuangan daerah.
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Sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah
sepatutnya tujuan dan sasaran memang harus perlu untuk diadakan sehingga dalam
pelaksanaannya tidak keluar dari visi-misi yang telah dibuat sebelumnya.
Pengembangan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah sangat diharapkan
kesesuaiannya dengan apa yang telah disusun dalam visi-misinya. Perumusan tujuan
dan sasaran dari visi-misi pemerintah daerah menjadi landasan perumusan visi-misi,
tujuan dan sasaran dalam periode 5 (Periode) Tahun.
1. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
yang dihadapi dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dapat pula diartikan
sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang
dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka
waktu lima tahun (2013-2018). Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2013-2018
dikelompokkan dalam setiap misi dengan rincian sebagai berikut:
a) Misi “Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan
merata”.
1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
2) Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak
menular.
3) Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi
masyarakat.
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4) Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat
5) Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk.
b) Misi “Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan
berbasis nilai-nilai agama dan kearifan local untuk mewujudkan manusia
mandiri”.
1) Meningkatkan akses, kualitas pendidikaan yang berkeadilan berbasis nilai-
nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri
dan sejahtera.
2) Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat.
3) Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan.
c) Misi “Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi
lokal dan kelestarian lingkungan”.
1) Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM,
perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran.
2) Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perikanan
dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
3) Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian
hutan dan lingkungan hidup.
4) Meningkatkan pembangunan infrastrukur guna mendukung pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan wilayah.
d) Misi Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar
masyarakat yang berkeadilan, dengan tujuan:
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1) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
perlindungan sosial.
2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan
terhadap perempuan dan anak.
e) Misi Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat, dengan
tujuan meningkatkan apresiasi seni dan budaya di kalangan lembaga pendidikan
dan masyarakat.
f) Misi menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN,
dengan tujuan:
1) Meningkatkan partisipasi politik dan kondusifitas lingkungan masyarakat.
2) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan,
parisipatif dan akuntabel.
3) Meningkatkan ketersedian dokumen perencanaan pembagunan daerah yang
berkualitas didukung data statistik.
2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diinformasikan
secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.
Adapun sasaran pembangunan Jangka menengah Kabupaten Bone sebagai berikut:
Misi pertama meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau
adil dan merata dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi pertama selanjutnya
dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:
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a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran:
1) Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata
2) Tersebarnya tenaga medis terlatih dan responsive gender
3) Terjalinnya hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan
4) Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
marginal.
b) Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak
menular, dengan sasaran;
1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup
bersih dan sehat.
2) Berkurangnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit.
c) Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi
masyarakat, dengan sasaran:
1) Berkurangnya angka kematian bayi dan balita.
2) Meningkatkan status gizi masyarakat.
d) Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat, dengan sasaran
meningkatkan cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi.
e) Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk, dengan sasaran:
1) Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.
2) Meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi.
Misi kedua meningkakan pemerataan dan kualias pendidikan yang berkeadilan
berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri
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dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi kedua yang dijabarkan dalam
beberapa sasaran sebagai berikut:
a) Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai
agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan
sejahtera, dengan sasaran:
1) Meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang makin setara
dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
2) Menigkatkan kualitas pendidikan yang mampu mendorong inovasi dan
kreatifitas dalam berkarya.
b) Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, dengan sasaran meningkatkan
kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan.
c) Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, dengan
sasaran meningkatkan prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta
jiwa kewirausahaan pemuda.
Misi ketiga mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis
potensi lokal dan kelestarian lingkungan dengan tujuan yang telah ditetapkan pada
misi tiga yang dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:
a) Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan
dan pariwisata untuk mengurangi pengagguran, dengan sasaran:
1) Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional.
2) Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya pegangguran, serta
meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
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3) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata
daerah.
4) Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang
dan bertambahnya jumlah wirausahawan baru.
5) Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat.
6) Meningkatnya jumlah IKM yng berkembang yang jumlah tenaga kerja yang
terserap.
7) Meningktnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri.
b) Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan, dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan,
dengan sasaran:
1) Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan.
2) Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya.
3) Meningkatnya produksi, mutu, dan nilai jual hasil perikanan tangkap,
budidaya dan produk olahan ikan.
4) Meningkatkan ketersediaan dan komsumsi pangan yang beragam, bermutu,
bergizi dan aman.
c) Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian
hutan dan lingkungan hidup, dengan sasaran:
1) Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan
dan pendukung ekonomi lokal.
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2) Meningkatnya tertib administrasi pertahanan dan terselesaikannya konflik-
konflik pertanahan.
3) Berkurangnya hutan dan lahan kritis, serta bertambahnya luas hutan rakyat.
4) Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara dan terjaganya
kelestarian sumber-sumber mata air.
5) Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.
6) Berkurangnya penambangan tanpa ijin, meningkatnya rumah tangga
berlistrik dan meningkatnya pemanfaatan energi alternatif.
d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan sasaran:
1) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan berkondisi baik.
2) Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi.
3) Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari,
perkotaan dan industri.
4) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
5) Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakuan keluarga memiliki
sarana air bersih dan sanitasi
Misi keempat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-
hak dasar masyarakat yang berkeadilan dengan tujuan yang telah ditetapkan pada
misi keempat yang dijabarkan kebeberapa sasaran sebagai berikut:
a) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
perlindungan sosial, dengan sasaran:
60
1) Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan
catatan sipil.
2) Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan
sosial.
b) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlidungan
terhadap perempun dan anak, dengan sasaran:
1) Semakin berkembanngya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya
kualitias pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa.
2) Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan
gender.
3) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan.
4) Meningkatnya rasa aman, nyaman transmigran di lokasi pemukiman
transmigrasi.
Misi kelima mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan
masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi kelima yang dijabarkan
berapa sasaran yaitu meningkatkan apresiasi seni dan budaya dikalangan lembaga
pendidikan dan masyarakat dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan event-
event seni budaya daerah dan pelestarian kekeyaan budaya daerah.
Misi keenam menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan
bebas KKN dengan tujuan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam beberapa
sasaran sebagai berikut:
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a) Meningkatkan partisipasi politik dan kondusufitas lingkungan masyarakat, dengan
sasaran:
1) Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela
negara.
2) Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan
masyarakat.
b) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif,
dan akuntabel, dengan sasaran:
1) Meningkatnya pendapaan asli daerah dan meningkatnya status audit
keuangan daerah oleh BPK.
2) Terjadinya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk
menjamin kepastian hukum dan terjalinnya kerjasama antar pemerintah
daerah.
3) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku.
4) Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan.
5) Meningkatnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
c) Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas didukung data statistik, dengan sasaran:
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan
sektoral dan perencanaan-perencanaan normatif lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
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2) Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang valid dan up to date
sesuai kebutuhan.
9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten
Bone.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi (UU No. 25 Tahun 2004 dan PP No. 8 Tahun 2008).
Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, Strategi merupakan pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi diperlukan untuk
memperjelas cara implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bone yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan dan sasaran sebagai:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan
merata. Dalam mencapai misi tersebut maka diperlukan suatu strategi yaitu
mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti PONED dan
PONEK serta menerapkan sertifikasi dan akreditasi RS dan
PUSKESMAS. Serta adapun arah kebijakan pemerintah dalam hal ini
yaitu peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan
kesehatan dasar (puskesmas) dan rujukan (Rumah Sakit). Serta
63
peningkatan penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta
pengawasan obat dan makanan.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan
berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia
mandiri. Adapun strateginya yaitu meningkatkan penyediaan bantuan
operasional pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari
keluarga miskin, serta penerapan efisiensi penyelenggaraan pendidikan
pada masing-masing satuan pendidikan. Serta arah kebijakannya yaitu
peningkatan penyediaan bantuan operasional pendidikan dan bantuan
pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan jenjang pendidikan.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi
lokal dan kelestarian lingkungan. Adapun strateginya yaitu optimalisasi
kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan satu pintu,
pemindahan perizinan yang masih ditangani oleh dinas /instansi tertentu ke
SKPD yang menangani perizinan, peningkatan kerjasama, dengan
stakeholder investasi, peningkatan infrastruktur pendukung investasi, dan
pemberian insentif daerah bagi calon investor. Serta arah kebijakannya
peningkatan kuantitas jenis perizinan, peningkatan kualitas pelayanan
perizinan satu pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar
masyarakat yang berkeadilan. Adapun strateginya yaitu meningkatkan
kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Serta arah
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kebijakannya yaitu peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan
catatan sipil.
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajukan masyarakat. Adapun
strateginya yaitu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan seni budaya, penyelenggaraan event-event seni budaya daerah
dan pelestarian kekayaan budaya daerah. Serta arah kebijakannya yaitu
peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi event-event budaya di tingkat
daerah, provinsi dan nasional serta pelestarian kekayaan budaya.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.
Adapun strateginya meningkatkan pengetahuan mengenai hak politik
masyarakat melalui pendidikan politik dan edukasi mengenai wawasan
kebangsaan. Serta arah kebijakannya yaitu peningkatan pendidikan politik
masyarakat.
10. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten
Bone
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas-Dinas Daerah kabupaten Bone. hal ini merupakan penjabaran dari Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
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Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bone mempunyai tugas memimpin Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan
kebijaksanaan umum Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Sekretaris
Sekretaris Dinas Kabupaten Bone dipimpin sekretaris dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas
memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas.
a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi  daerah.
a. Seksi Pendaftaran
b. Seksi Pendataan dan Penilaian
c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
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4. Bidang pembukuan dan pelapoan
Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaaan dan tunggakan pajak dan retribusi
daerah, PBB dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
a. Seksi pembukuan dan penerimaan
b. Seksi pembukuan dan persediaan benda berharga
c. Seksi pelaporan
5. Bidang penepatan dan penagihan
a. Seksi penetapan dan pelayanan administrasi BPHTB dan PBB-P2
b. Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan
c. Seksi penagihan dan penyuluhan
6. Bidang perencanaan dan pengendalian operasional
Bidang perencanaan dan Pengendalian Opersaional mempunyai tugas
melaksanakan pengurusan rencana, pembinaan teknis pemungutan, penentuan
pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.
a. Seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan.
b. Seksi pengendalian dan peningkatan.
7. Bidang pasar
Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan
pengembangan sarana dan prasarana pasar
a. Seksi pengembangan pasar
b. Seksi pendapatan
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c. Seksi sarana dan prasarana.
Untuk operasionalisasi tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah
didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 73 orang PNS dan 154 orang Non
PNS (tenaga  kontrak) dari jumlah tersebut terdiri dari 36 laki-laki dan 37
perempuan. Dilhat dari golongan terbanyak adalah golongan III yaitu 36 orang,
golongan  II yaitu 30 orang, golongan IV sebanyak 4 orang dan golongan I sebanyak
3 orang, melihat kondisi ini Dipenda memiliki SDM yang cukup baik.
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) memiliki tenaga kontrak sebanyak
154 orang dibagi dalam 5 bidang tugas yaitu (1) pengelola administrasi penagihan
pajak/retribusi 22 orang, (2) satpam/petugas keamanan 11 orang, (3) petugas
kebersihan pasar sentral watampone 11 orang, (4) penagih pajak/retribusi daerah 8
orang dan (5) kolektor pada UPTD Lingkup Dinas Pnedapatan Daerah 102 orang.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bone.
Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap
kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang
lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber
pembiayaan yang memadai dan dituntut kreatifitas daerah serta kemampuan aparat
daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan
penerimaan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah
dalam pendapatan asli daerah yaitu penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah,
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laba badan UMD dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Jenis-pajak yang
dikelola Dinas Pendapatan Kota Bone adalah sebagai berikut:
1. Pajak hotel
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20-21,
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas
penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran. Adapun Dasar hukum Pemungutan Pajak Hotel:
a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan aas
Undang-undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel.
d) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel
sebagai aturan.
e) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak sebagai aturan
pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/ota
dimaksud.
2. Pajak restoran
Pajak restoran adalah pungutan atas pelayanan direstoran. Pelayanan adalah
pelayanan yang disediakan dengan pembayaran. Yang termasuk objek pajak hotel
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adalah rumah makan, café, dan sebagainya. Berdasarkan PERDA kabupaten Bone
No 5 Tahun 2011 pasal 1 tentang Pajak Restoran:
a) Dengan Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di
restoran atau rumah makan.
b) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di
restoran dengan pembayaran
c) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan
makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas
penyantapannya.
3. Pajak hiburan
Pajak hiburan adalah pungutan atas penyelenggaraan suatu hiburan di daerah
hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan yang dipungut bayaran. Yang
termasuk pajak hiburan berupa tontonan, kesenian, pergelaran music, tari, sirkus dan
sebagainya. Berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pajak Hiburan,
Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
4. Pajak reklame
Pajak reklame adalah salah satu komponen pajak daerah juga memiliki
kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak reklame menjadi salah
satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial di Kabupaten Bone. Reklame
adalah benda, alat-alat atau bedia yang bentuk dan coraknya beragam yang
digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau
orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang
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yang ditempatkan atau dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum.
Berdasarkan PERDA Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2011 pasal 9 tentang Pajak
Reklame:
d) Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame









5. Pajak penerangan jalan
Berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan
ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnnya
dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
Berdasarkan PERDA Nomor 19  Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Pajak pengambilan dan pengelohan bagan
galian holongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang temasuk bahan
galian golongan c meliputi: fosfat, nitrat, batu kapur, tawas, dan marmer.
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7. Pajak air bawah tanah
Pajak air bawah tanah adalah pajak  atas kegiatan pengambilan tanah
dikenakan tariff sebesar 20%. Tujuan pemungutan pajak air bawah tanah adalah
untuk pengendalian pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah/ air permukaan
dalam rangka konservasi sumberdaya air sekaligus untuk menggerakkan peran
masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.
8. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan
Mengenai bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur
dalam Undang-undang No 21 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang
No 20 Tahun 2000 disebutkan bahwa atas BPHTB adalah bea yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang
BPHTB, adapun BPHTB tersebut terdiri atas, Jual beli, tukar menukar, hibah, waris,
penunjukan barang dagang lelang pemekeran usaha, dan hadiah.
9. Pajak sarang burung walet.
Pajak sarang burung walet adalah setiap kegiatan pengambilan atau
pengusahaan sarang burung walet dengan tarif sebesar 10%.
(a) Visi dan misi DISPENDA Kabupaten Bone
1. Visi
Dinas pendapatan daerah kabupaten bone mempunyai visi yaitu terwujudnya
instansi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, efisien
dan efektif.
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Visi ini mengandung frase optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Rincian
frase ini adalah sebgai berikut:
a) Instansi yang professional adalah instansi yang memiliki kompetensi
dalam pengelolaan keuangan daerah, keratif dan inovatif dalam
pengembagan pendapatan daerah untuk membangun bone yang sejahtera.
Optimal artinya mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan
memperkuat sumber-sumber yang telah ada dan menggalih serta
mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang belum terolah dengan
memanfaatkan SDM yang ada.
b) Efisien adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan dengan
menggunakan sumber-sumber daya yangn sesuai dengan kebutuhan untuk
mendapatkan hasil yang optimal.
c) Efektif adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan pada situasi dan
kondisi waktu yang telah ditetapkan mampu meraih hasil sesuai dengan
target dan harapan pemerintah daerah.
2. Misi
Dinas Pendapatan Kabupaten Bone juga mempunyai misi. Adapaun misi
tersebut yaitu:
a) Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah baik dikelola
langsung maupun tidak langsung.
b) Mengefisiensikan penggunaan sarana dan prasarana pendukung
operasional dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan
pendapatan daerah.
c) Meningkatkan tenaga teknis tenaga pengelola daerah sebagai ujung
tombak pengelolaan pemungutan daerah.
d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan
pendapatan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
e) Meningkatkan pemahaman, kepatuhan masyarakat dalam pembayaran
pajak dan retribusi daerah.
f) Mengoptimalkan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan
perpajakan.
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(b) Tugas pokok dan fungsi DIPENDA Kabupaten Bone.
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dispenda Kabupaten Bone didasarkan
pada Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2008 adapaun tugas pokok tersebut adalah
melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah,
sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang
ditetapkan oleh bupati.
2. Menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan
pendapatan daerah.
3. Menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang-undangan mengenai
peraturan daerah.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan anggaran
melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pendapatan asli
daerah.
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan anggaran.
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
7. Memelihara dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
74
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
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B. Pembahasan Penelitian
1. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan
Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bone.
Kebijakan pengelolaan pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Kebijakan tidak bisa
bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial dikarenakan dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut akan mendapat kendala dalam masyarakat. Suatu kebijakan juga
harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat serta perhatian yang lebih terhadap kebijakan itu
dikarenakan kebijakan antara private dan swasta memiliki perbedaan yang nyata
(Gaffar, 1991:7). Berdasarkan penjelasan tersebut Di Kabupaten Bone melaksanakan
kebijakan pengelolaan pajak yang sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial
yang ada dalam masyarakat. Sehingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan pajak di
Kabupaten Bone dapat berjalan dengan baik. Kebijakan pengelolaan pajak di
Kabupaten Bone sampai saat ini masih belum bisa menerapkan zakat sebagai
pengurang pajak sehingga sampai saat ini masyarakat Kabupaten Bone masih
melakukan pembayaran berganda yaitu pajak dan zakat. Sesuai yang dikatakan Ibu
Tifa Armanusa, SH selaku KABID pembukuan dan Pelaporan DIPENDA
mengatakan bahwa:
“Untuk menjadikan Zakat sebagai pengurang pajak masih belum bisa
diterapkan di Kabupaten Bone dikarenakan sampai saat ini masih banyak masyarakat
tidak mengerti akan hal tersebut dan untuk mensosialisaikan hal tersebut masih
belum dimasukkan dalam perencanaan kedepannya akan tetapi diharapkan hal
tersebut mampu diterapkan di Kabupaten Bone sehingga pemerintah daerah
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Kabupaten Bone tidak terlalu bergantung kepada dana perimbangan serta kesadaran
masyarakat akan pajak menjadi meningkat dan pendapatan asli daerah pun ikut
meningkat sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah menjadi
maksimal dan mampu dirasakan oleh suluruh lapisan masyarakat. (Wawancara Pada
Tanggal 5 April 2018)
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa penerapan zakat
sebagai pengurang pajak masih belum bisa diterapkan yang dikarenakan
sosialisasinya yang masih belum direncanakan serta kesadaran akan masyarakat
terhadap pajak yang masih kurang sehingga hal inilah yang membuat hal tersebut
masih belum bisa diterapkan akan tetapi hal tersebut akan diusahakan. Pemerintah
Kabupaten Bone harus lebih berusaha keras untuk mencapai hal tersebut dikarenakan
untuk membuat masyarakat mengerti akan pentingnya pajak bukanlah persoalan
yang mudah dan hal ini menjadi dasar dari suatu keberhasilan daerah tersebut.
Adanya permasalahan tersebut diharapkan pula pemerintah daerah mampu menjadi
pilar yang baik bagi masyarakat dan instansi sehingga kedepannya Kabupaten Bone
mampu menjadi Kabupaten Yang lebih baik.
Dengan adanya hal tersebut yang memungkinkan bahwa ketakutan
masyarakat lebih kepada sang pencipta daripada kepada pemerintah itu sendiri.
Sehingga sampai saat ini Kabupaten Bone kebanyakan masih bertumpu pada dana
perimbangan baik dana hasil pajak maupun bukan pajak. Kontribusi pendapatan
terbesar Kabupaten Bone masih berasal dari dana perimbangan. Hal ini menandakan
bahwa derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bone dalam kategori rendah, artinya
tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah
pusat masih sangat tinggi.
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Dengan adanya hal tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Bone untuk
lebih tegas dalam menetapkan suatu kebijakan sehingga masyarakat mampu menjadi
pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Kebijakan
pengelolaan pajak di Kabupaten Bone yang seutuhnya masih dalam tahap perbaikan
yang artinya bahwa adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten
Bone tidak seluruhnya mampu diikuti oleh masyarakat sehingga mengakibatkan
Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada dana perimbangan. Ini menjadi suatu
hal yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bone
dikarenakan kebijakan pengelolaan pajak akan mempengaruhi segala aspek
pemerintahan terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Sesuai yang dikatakan
Bapak Alimuddin, S. Sos selaku sekretaris DIPENDA mengatakan bahwa :
“sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada
dana perimbangan dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah
dalam mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bone sendiri sehingga
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten meningkat dan ketergantungan kepada dana
perimbangan tidak semakin menjadi-jadi, serta sampai saat ini masyarakat masih
berada ditingkat bawah untuk kesadaran mereka dalam membayar pajak sehingga ini
juga memberikan dampak yang kurang baik dalam penyelenggaraan keuangan
pemerintah daerah”. (Wawancara Tanggal 27 Maret 2018).
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa kesadaran
masyarakat dalam pembayaran pajak masih kurang sehingga hal ini menyulitkan
bagi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah
serta dengan hal ini pula pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana
perimbangan. Kesadaran dari masyarakat akan pajak yang kurang baik sehingga ini
juga memberikan dampak bagi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan
pengelolaan pajak dikarenakan sikap acuh tak acuh dari masyarakat itu sendiri akan
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pajak yang kurang sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah tidak
berjalan maksimal. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk lebih
tegas kepada masyarakat tentang sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak
sehingga pembangunan mampu berjalan dengan baik.
Kebijakan pengelolaan pajak yang masih dalam tahap penyesuaian kepada
masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sehingga hal ini berdampak kepada
penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dimana pendidikan, pelayanan
kesehatan dan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih dari
pemerintah Kabupaten Bone. Penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang
masih butuh perahatian khusus bagi pemerintah daerah diharapkan untuk kedepannya
lebih memperhatikan aspek tersebut sehingga pemerintah daerah mampu
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penyelenggaraan keuangan pemerintah
Kabupaten Bone yang masih bertumpu pada dana perimbangan hal ini memberikan
gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone masih belum memadai
sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah belum mampu mencakup
segala aspek dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat.
2. Perspektif Komitmen Organisasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Pajak
Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten
Bone.
Komitmen organisasi merupakan salah satu kunci penting yang turut
menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Aktami,
2008). Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi
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Indarto dan Ayu (Mathiew dan Zajac, 2011:35). Menurut Tobing (Porter et al.,
2009:32) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif individu
terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu, yang
dicirikan dengan tiga faktor psikologis: (1) keinginan yang kuat untuk tetap menjadi
organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi oragnisasi dan
(3) kepercayaan yangn pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan
organisasi.
Kepemimpinan sebagai suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi
aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang
untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Komitmen dan seluruh
komponen organisasi pemerintah daerah adalah kesepakatan antara kepala dan satuan
kerja perangkat daerah beserta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi,
tujuan, sasaran sesuai dengan Renstra SKPD. Mowday, Poster dan Steers (1982)
mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: the relative strengh of anindividua’s
indetification with and involvemenmt in particuler organization. Definisi ini
menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas
yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk
memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya.
Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bone sudah menerapkan komitmen
dalam organisasinya sendiri akan tetapi masih belum mampu dikatakan loyal dalam
organisasinya sendiri dikarenakan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan
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keuangan pemerintah daerah masih memerlukan perhatian khusus dan kerja keras
untuk seluruh aspek pemerintahan. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa
penerapan komitmen dalam oragnisasi Di Kabupaten Bone masih belum mencapai
tahap loyalitas hal ini dibuktikan dengan pelayanan kepada masyarakat yang masih
kurang memadai serta masih sangat bergantung terhadap dana perimbangan yang
jika dilihat potensi kekayaan alam Kabupaten Bone cukup menggiurkan akan tetapi
pemerintah Kabupaten Bone masih belum mampu mencapai keseluruhannya.
Komitmen yang ada dalam organisasi masih dikatakan belum loyal dikarenakan pula
pembangunan hanya terpusat dikota saja sedangkan dipedesaan masih memiliki
permasalahan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Komitmen itu sendiri ada dua yaitu komimen organisasi dan komitmen dari
diri sendiri, komitmen organisasi merupakan kesepakatan dari seluruh aparat dalam
pemerintahan itu dan komitmen diri sendiri adalah kemuan yang timbul dari dalam
diri pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Suksesnya suatu perwujudan
dari komitmen organisasi itu adalah faktor keinginan individu yang rela
melaksanakannya yaitu komitmen pribadi. Sehingga dalam mencapai tujuan
oragnisasi tidak akan terasa susah dalam mencapainya, akan tetapi inilah yang
kurang Di Dalam Pemerintahan Kabupaten Bone yaitu komitmen dalam diri sendiri
sehingga berdampak pada komitmen organisasi dan hal ini memberikan dampak
yang perlu perhatian khusus pemerintah daerah untuk memperbaiki hal tersebut.
Komitmen organisasi yang masih belum sampai pada tahap loyal berdampak
pula pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dimana pendidikan,
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kesehatan masih membutuhkan perhatian khusus serta pembangunan yang hanya
terpusat diperkotaan sehingga dipedesaan terbengkalai. Komitmen yang rapuh akan
memberikan dampak yang buruk bagi penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah
dimana adanya desakan dan tekanan yang mampu mempengaruhi kadar loyalitas
pemerintah menjadi menurun. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bone
perlu memperhatikan keadaan seluruh masyarakatnya dan perlunya penanganan yang
cepat dan tanggap untuk masyarakat sebagai tujuan utama dalam pemerintahan
daerah. Keadaan seperti ini menjadi suatu tantanan bagi pemerintah Kabupaten Bone
untuk lebih memperbaiki seluruh tatanan pemerintahan di Kabupaten Bone sehingga
mampu mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat dan pemerintah mendapat
kepercayaan dari masyarakat.
a) Peranan Stewardship Theory Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan
Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah.
Stewardship Theory menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil
utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2012). Teori ini
mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesesuain
organisasi. Stewardship Theory dapat diterapkan organisasi publik yang sejak awal
perkembangannya, stewardship mengacu pada pengelolaan suatu aktivitas secara
ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan.
Peranan stewardship theory di Kabupaten Bone masih bisa dikatakan belum
maksimal dikarenakan dalam suatu organisasi pemerintahan di Kabupaten Bone
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masih belum menunjukkan secara baik sikap dari komitmen organisasi yang ada
sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak memadai. Dalam stewardship theory
kepuasan menjadi target utama akan tetapi keadaan dalam organisasi yang masih
belum memadai sehingga teori ini belum berjalan secara maksimal sehingga hal
menjadi perhatian khusus serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah
untuk menjadi stewardship theory sebagai bahan acuan dalam sistem organisasi
pemerintahan sehingga kedepannya pemerintah Kabupaten Bone mampu menjadi
contoh untuk daerah yang lain.
Stewardship theory menjadi panduan yang baik dalam menjalan
pemerintahan daerah dikarenakan arah dan tujuannya jelas sehingga tidak ada yang
patut untuk disalahkan. Akan tetapi berbeda di Kabupaten Bone yang sampai saat ini
belum memaksimalkan teori tersebut sehingga memberikan pula dampak kepada
kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah.
Teori ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya
permasalahan dalam organisasi itu sendiri seperti komitmen yang masih belum bisa
terwujud dengan baik serta penyelenggaraan keuangan yang masih belum memadai.
b) Peranan Teori Harapan Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan
Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah.
Menurut (Dharma, 2005:245) ketiga teori motivasi yang paling banyak
memberikan kontribusi terhadap falsafah manajemen kinerja adalah berkenaan
dengan tujuan (Goal), dorongan (Reinforcement) dan harapan (Expectancy). Harapan
dimaksudkan disini yaitu dengan diterapkannya suatu kebijakan dalam suatu daerah
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diharapkan pemerintah daerah juga memberikan yang terbaik terhadap kebijakan
tersebut demi meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong peningkatan
pendapatan asli daerah. Teori harapan memiliki dua aspek baik untuk pemerintah
maupun untuk masyarakat. Aspek untuk pemerintah dimana dalam menetapkan dan
menjalankan suatu kebijakan diharapkan perlunya adanya komitmen dalam diri
pemerintah serta tetap dalam rencana yang telah disepakatati yaitu untuk
kesejahteraan masyarakat. Aspek untuk masyarakat diharapkan masyarakat dengan
adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selaku masyarakat yang sadar
akan pentingnya suatu kemajuan untuk daerah itu sendiri sehingga ada dorongan
untuk membayar pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu
sendiri. Masyarakat juga disini dihimbau untuk sesadar mungkin pentingnya suatu
pembangunan dan keberlanjutan segala aktivitas dalam daerah itu sendiri.
Teori harapan sendiri di Kabupaten Bone sebenarnya sudah dijalankan akan
tetapi pelaksanaanya masih memerlukan aksi lebih untuk mencapai tahap maksimal.
Teori harapan sendiri di Kabupaten Bone sudah dijalan sebagai bukti bahwa yang
diharapkan oleh masyarakat baik itu pendidikan, pelayanan kesehatan dan
pembangunan itu sendiri sudah dimasukkan dalam visi misi pemerintah Kabupaten
Bone yang selama masih membutuhkan perhatian yang maksimal dari pemerintah.
Harapan dari pemerintah Kabupaten Bone sendiri yaitu diharapkan masyarakat agar
sadar betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah, akan
tetapi masih sedikit yang peduli dengan hal ini sehingga teori belum bisa dikatakan
berjalan secara maksimal. Sehingga diharapkan baik pemerintah dan masyarakat agar
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mampu menjadikan teori sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan
dikarenakan di dalam teori ini sendiri sudah dijelaskan keinginan dari masyarakat
serta tindakan yang harus diperbuat oleh pemerintah itu sendiri sehingga terjadi
kesimbungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.
Teori harapan memberikan gambaran kepada pemerintah untuk menggali
semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dikarenakan PAD
itu sendiri menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah daerah. Akan tetapi
berbeda di Kabupaten Bone yang masih bertumpu pada dana perimbangan sehingga
hal ini memberikan gambaran yang kurang baik masyarakat. Teori ini pula akan
berdampak kepada kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan
pemerintah daerah dimana dalam teori dijelaskan pemerintah dan masyarakat adalah
satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mecapai tujuan bersama, begitu pula
pada kebijakan pengelolaan pajak dikarenakan masyarakat masih banyak yang
kurang peduli dengan pentingnya membayar pajak sehingga penyelenggaraan
keuangan pemerintah juga menjadi terhambat dan hal ini mengakibatkan pemerintah
daerah akan selalu bergantung pada dana perimbangan.
c) Peranan Teori Bakti Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan
Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah.
Teori ini dikemukakan oleh Resmi (2009:6) teori ini mengutamakan
kepentingan suatu daerah yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu
dimana setiap masyarakat terikat oleh pemerintahnya. Sehingga daerah memiliki hak
atas masyarakat secara mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Sebaliknya
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masyarakat harus sadar membayar pajak sebagai kewajiban aslinya sebagai tanda
baktinya kepada daerah dan negara.
Masyarakat yang selaku wajib pajak sudah semestinya untuk memperhatikan
hal tersebut dimana untuk memberikan perbaikan terhadap keberlangsungan daerah.
Pemerintah yang menjadi figur dalam masyarakat yang seharusnya mampu
memberikan hukuman bagi para wajib pajak yang telah melanggar suatu kebijakan
dalam perpajakan sehingga pembangunan suatu daerah dapat tercapai serta
kesejahteraan masyarakat mampu ditingkatkan. Masyarakat dan pemerintah
merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang baik
berkelanjutan sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu menjadi
partner yang baik untuk mewujudkan hal tersebut.
Teori bakti ini sendiri di Kabupaten Bone sebenaranya sudah diterapkan akan
tetapi kesadarandari masyarakat yang masih kurang sehingga hal tersebut berdampak
terhadap kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan daerah.
Pemerintah dan masyarakat saling terikat satu sama lain sehingga ketika salah satu
diantaranya terjadi kelalaian akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan di
daerahitu sendiri. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dan masyarakat di
Kabupaten Bone bisa menjadi mitra yang baik diantara keduannya dalam mencapai
pemabangunan yang lebih baik.Teori bakti ini sendiri merupakan teori yang bagus
jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertera akan tetapi berbeda dengan apa
yang terjadi di Kabupaten Bone yang mana di Kabupaten Bone itu sendiri
keterkaitan antara masyarakat dan pemerintah masih belum maksimal sehingga
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masyarakat ada yang acuh tak acuh dengan pembayaran pajak sendiri sehingga hal
ini menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah agar lebih memperhatikan
masyarakat dan memeberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak
mematuhi aturan tersebut. Ketika masyarakat dan pemerintah membentuk satu
kesatuan yang baik maka suatu daerah akan memberikan suatu citra yang baik bagi
daerah yang lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Kabupaten
Bone untuk saling menyadari betapa pentingnya pajak serta kerjasama yang baik





Berdasarkan uraian pada bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan
pembahasan serta rumusan masalah mengenai Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah
Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi
Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan
pemerintah daerah di Kabupaten Bone masih bisa dikatakan belum
maksimal dikarenakan kesadaran dari masyarakat yang masih kurang
tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta kurang
tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat
yang tidak membayar pajak sehingga pengelolaan pajak tidak maksimal.
Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan sanksi yang kurang tegas
sehingga hal ini berdampak pada penyelenggaraan keuangan pemerintah
daerah tidak berjalan secara maksimal serta pembangunan yang tidak
merata yang dikarenakan kurangnya pendapatan daerah tersebut. Hal ini
yang mengakibatkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada
dana perimbangan untuk me mbiayai segala fasilitas daerah yang hal ini
mampu memberikan pandangan yang kurang baik dikarenakan
keterbatasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri.
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2. Perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan pengelolaan pajak
dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bone
ini sendiri masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya
kesadaran dari para aparat itu sendiri kepada masyarakatnya, sementara
perlunya hubungan yang kuat antara kesesuaian organisasi dengan
kepuasan masyarakat. Di Kabupaten Bone masih belum menunjukkan
secara baik sikap dari komitmen organisasi yang ada sehingga pelayanan
kepada masyarakat tidak memadai. Disamping itu pula, masih banyaknya
kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan kelompok sehingga
komitmen organisasi itu sendiri masih perlu ditanamkan dalam diri setiap
aparat dalam organisasi tersebut. Kurangnya komitmen tersebut sehingga
berdampak pula pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang
belum maksimal dimana pelayanan pendiddikan, kesehatan dan
pembangunan yang tidak merata merupakan efek dari kurangnya
komitmen dalam suatu organisasi dalam menjalankan seluruh visi-misi
yang ada.
B. Saran
Dengan adanya permasalahan dari berbagai bidang seperti yang dijelaskan
sebelumnya diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk lebih tegas dalam
memberikan sanksi dan menetapkan kebijakan pengelolaan pajak sehingga
penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah mampu mencapai hasil yang
maksimal. Diharapkan pula bagi seluruh aparat pemerintah untuk lebih menanamkan
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sikap komitmen dalam diri pribadi untuk mencapai komitmen organisasi yang akan
berdampak pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Keselarasan dalam
hal komitmen organisasi dan teori stewardship  perlu dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah. Karena terkadang organisasi paham akan komitmennya akan tetapi
pada saat pertanggungjawaban terjadi penyelewengan Serta diharapkan pemerintah
daerah untuk lebih memperhatikan seluruh kondisi masyarakatnya sehingga
pembangunan tidak hanya terpusat dikota dan merata diseluruh pelosok daerah serta
mampu memanfaatkan potensi yang ada dalam daerah tersebut dan tidak terlalu
bergantung pada dana perimbangan.
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Kebijakan pengelolaan pajak di dalam praktiknya tidak terlepas dari
permasalahan. Praktik perpajakan di berbagai Negara memperlihatkan bahwa pajak
justru menjadi salah satu sumber penyebab dari ketimpangan. Kelompok super kaya
justru membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kaya atau
menengah dikarenakan tarif yang rendah. Sehingga pengelolaan pajak yang nantinya
akan diselenggarakan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan
mampu meningkatkan komitmen organisasi dalam pelaksanaannya sehingga
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
1. Bagaimana bentuk kebijakan pengelolaan pajak sehingga mampu
menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan
kualitas hidup masyakat?
2. Bagaimana pengelolaan pajak bisa dijadikan sebagai tolak ukur berhasil
tidaknya suatu daerah?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan pajak disuatu daerah mampu dikatakan
efektif atau tidak?
4. Bagaimana cara mengukur pengelolaan pajak sehingga bisa dikatakan
efektif?
5. Bagaimana permasalahan yang ditimbulkan dalam pengelolaan pajak?
6. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan
pajak agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda  yaitu pajak
sebagai pengurang zakat?
7. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan
pajak sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam
masyarakat?
8. Bagaimana cara agar umat islam tidak mendapatkan pembayaran pajak
dan mampu meningkatkan pendapatan daerah?
9. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan
pajak agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda  yaitu pajak
sebagai pengurang zakat?
10. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat suatu keputusan
sehingga tujuannya dapat tercapai?
11. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari penyelenggaraan keuangan
pemerintah daerah ?
12. Bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-
nilai sedangkan yang akan dilaksanakan dilapangan harus sesuai dengan
visi-misi yang ada?
13. Bagaimana suatu penyelenggaraan itu mampu terwujud sesuai yang
diharapkan ketika perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban
hanya oknum yang sama?
14. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa aparat yang berkecimpung dalam
organisasi tersebut telah menanamkan sikap komitmen terhadap
organisasinya?
15. Bagaimana bentuk penyimpangan yang ditimbulkan apabila dalam diri
sendiri sikap komitmen itu kurang?




Hari :  Minggu, 25 Maret 2018
1. Bagaimana bentuk kebijakan pengelolaan pajak sehingga mampu menjangkau
seluruh lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas hidup
masyakat?
Jawaban:  Saat ini pemerintah daerah Di Kabupaten Bone belum memberikan
kinerja yang maksimal, baik dalam penerapan kebijakan
pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan sehingga
pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan masih
kurang merata serta angka pengangguran masih tinggi untuk
Kabupaten Bone.
2. Bagaimana pengelolaan pajak bisa dijadikan sebagai tolak ukur berhasil
tidaknya suatu daerah?
Jawaban : Pajak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dimana setiap kemajuan dari
suatu daerah yang berperan sangat penting dari terwujudnya segala
kepentingan dari daerah tersebut yaitu dari pajak sehingga pajak
dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan dari suatu daerah.
3. Bagaimana bentuk pengelolaan pajak disuatu daerah mampu dikatakan efektif
atau tidak?
Jawaban : Pengelolaan pajak dikatakan efektif ketika jumlah pajak yang diterima
sesuai dengan apa yang diberikan kepada masyarakat sehingga
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan pembangunan dapat berjalan
dengan baik.
4. Bagaimana cara mengukur pengelolaan pajak sehingga bisa dikatakan efektif?
Jawaban : caranya yaitu dengan melihat penerimaan pajak dan perkembangan
yang ada di daerah tersebut jika penerimaan pajak dalam suatu daerah
baik dan kita perlu melihat perkembangan dari pembangunannya jika
baik maka peneglolaan pajaknya efektif.
5. Bagaimana permasalahan yang ditimbulkan dalam pengelolaan pajak?
Jawaban : permasalahannya biasanya yaitu kesejahteraannya tidak setara,
pembangunan yang tidak setara dan terkadang terjadi penggelapan
pajak sehingga hanya dinikmati oleh kaum elit.
Nama : Tifa Armanusa, SH
Jabatan: KABID Pembukuan dan Pelaporan DIPENDA
Hari :  Kamis, 05 April 2018
1. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak
agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda  yaitu pajak sebagai
pengurang zakat?
Jawaban : Untuk menjadikan Zakat sebagai pengurang pajak masih belum bisa
diterapkan di Kabupaten Bone dikarenakan sampai saat ini masih
banyak masyarakat tidak mengerti akan hal tersebut dan untuk
mensosialisaikan hal tersebut masih belum dimasukkan dalam
perencanaan kedepannya akan tetapi diharapkan hal tersebut mampu
diterapkan di Kabupaten Bone sehingga pemerintah daerah Kabupaten
Bone tidak terlalu bergantung kepada danaperimbangan serta
kesadaran masyarakat akan pajak menjadi meningkat dan pendapatan
asli daerah pun ikut meningkat sehingga penyelenggaraan keuangan
pemerintah daerah menjadi maksimal dan mampu dirasakan oleh
suluruh lapisan masyarakat.
2. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan pajak
sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam masyarakat?
Jawaban : untuk mencapai kebijakan dalam pengelolaan pajak pemerintah perlu
menerapkan zakat sebagai pengurang pajak sehingga umat muslim
tidak merasa mendapat pembayaran berganda sehingga pajak bisa
berjalan dengan baik begitupun dengan zakat.
3. Bagaimana cara agar umat islam tidak mendapatkan pembayaran pajak dan
mampu meningkatkan pendapatan daerah?
Jawaban : caranya yaitu jadikan zakat sebagai pengurang pajak sehingga umat
muslim tidak mendapat pembayaran berganda serta pajak dapat
berjalan dengan baik dan zakat juga dapat berjalan dengan baik.
4. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak
agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda  yaitu pajak sebagai
pengurang zakat?
Jawaban : untuk menjalankan langkah ini perlu pemerintah untuk melakukan
sosialisasi dengan baik kepada masyarakat supaya masyarakat lebih
dapat memahami sehingga tidak terjadi informasi asimetri antara
pemerintah dan masyarakat.
5. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat suatu keputusan sehingga
tujuannya dapat tercapai?
Jawaban : Dalam membuat keputusan pemerintah harus tegas dalam menjalankan
kebijakan tersebut sehingga masyarakat juga ikut serta dalam
mengindahkan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah setempat
sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai dan terlaksana dalam
daerah tersebut.
Nama : Alimuddin, S.Sos
Jabatan: Sekretaris DIPENDA
Hari :  Selasa, 27 Maret 2018
1. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari penyelenggaraan keuangan  pemerintah
daerah ?
Jawaban : Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bone masih sangat bergantung
pada dana perimbangan dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi
pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang ada di
Kabupaten Bone sendiri sehingga Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten meningkat dan ketergantungan kepada dana perimbangan
tidak semakin menjadi-jadi, serta sampai saat ini masyarakat masih
berada ditingkat bawah untuk kesadaran mereka dalam membayar
pajak sehingga ini juga memberikan dampak yang kurang baik
dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai
sedangkan yang akan dilaksanakan dilapangan harus sesuai dengan visi-misi
yang ada?
Jawaban : kebijakan dikatakan dapat bertentangan dengan nilai-nilai
dimasyarakat dimana dalam melaksanakan kebijakan melanggar norma
yang berlaku dalam masyarakat sehingga lebih baiknya pemerintah dalam
menjalankan kebijakan tidak melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam
masyarakat sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan
mendapat kepercayaan dari masyarakat.
3. Bagaimana suatu penyelenggaraan itu mampu terwujud sesuai yang
diharapkan ketika perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban hanya
oknum yang sama?
Jawaban : untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan kebijakan maka perlu pengawasan yang ketat sehingga
tidak menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan.
4. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa aparat yang berkecimpung dalam
organisasi tersebut telah menanamkan sikap komitmen terhadap organisasinya?
Jawaban : caranya yaitu kita melihat kinerjanya apakah sesuai dengan visi
misinya atau tidak serta kita lihat sejauh mana peran pemerintah
dalam menjalankan hal tersebut dan keterbukaan pemerintah kepada
masyarakat atas apa yang dilakukannya.
5. Bagaimana bentuk penyimpangan yang ditimbulkan apabila dalam diri sendiri
sikap komitmen itu kurang?
Jawaban : apabila dalam diri pemerintah tidak menanamkan sikap komitmen
maka akan timbul sikap acuh tak acuh kepada masyarakat, lebih
mementingkan kepentingan golongan elit, dan hanya memikirkan
dirinya sendiri sehingga melupakan tujuan sejati dari pemerintahan,
hal ini akan berimbas pada pembangunan yang tidak merata,
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